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ABSTRAK

Salah satu cara yang dilakukan oleh Debitor untuk menghindari wanprestasi terhadap
Kredit Pemilikan Rumah yaitu dengan cara mengalihkan perjanjian kredit tersebut kepada
Debitor lain. Pengalihan kredit tersebut dapat dilakukan dengan cara Cessie, Novasi maupun
Subrogasi yang ketiganya berakibat hukum timbulnya perjanjian kredit baru, dan menimbulkan
hak-hak baru terhadap debitor baru. Pengalihan Kredit dengan cara beralihnya Debitor awal
kepada Debitor baru disebut dengan Novasi Subyek Pasif. Akan tetapi jika pengalihan kredit
yang dilakukan dengan cara Novasi Subyek Pasif tersebut dilakukan dengan membuat perjanjian
sendiri di depan notaris tanpa sepengetahuan Bank selaku kreditor pemegang hak tanggungan,
maka perjanjian tersebut tidak dianggap sah menurut hukum dan tidak akan diakui adanya
perjanjian tersebut oleh kredior, karena jaminan tersebut masih dalam kekuasaan kreditor sebagai
pemilik hak yang sah menurut hukum.

Kata kunci : Perjanjian Kredit, Novasi Subyek Pasif, Hak Tanggungan



ABSTRACT

One way that is done by a debtor to avoid defaults on housing loans redirecting the credit
agreement to another debtor. The transfer of these credits can be done by Cessie, Novation and
Subrogation which legal consequences the emergence of three new credit agreement, and give
rise to new rights to new borrowers. Transfer of Credit by way of transfer of the debtor early to
the new debtor is called the Passive Subject Novation. However, if the transfer of credits is done
by Novation Subjects Passive is done by making an agreement themselves in front of a notary
without the knowledge of the Bank as creditor rights holders dependents, the agreement was not
legally valid and will not be recognized any such agreement by kredior, as collateral the creditors
are still in power as the owner of the rights lawful.

Keywords: Credit Agreement, Novation Subject Passive, Encumbrance
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KESIMPULAN

a. Pengalihan kredit dapat dilakukan dengan cara Cessie, Novasi maupun Subrogasi yang
ketiganya berakibat hukum timbulnya perjanjian kredit baru, dan menimbulkan hak-hak
baru terhadap debitor baru. Akan tetapi jika pengalihan kredit yang dilakukan oleh
debitor awal kepada debitor baru dengan membuat perjanjian sendiri di depan notaris
tanpa sepengetahuan bank selaku kreditor pemegang hak tanggungan, maka perjanjian
tersebut tidak dianggap sah menurut bank sebagai kredior, karena jaminan tersebut masih
dalam kekuasaan kreditor sebagai pemilik hak yang sah menurut hukum.

b. Akibat hukum yang timbul jika terjadi pengalihan kredit tanpa persetujuan kreditor
selaku pemegang hak tanggungan yaitu munculnya debitor baru yang tidak mempunyai
hak kebendaan terhadap jaminan debitor lama yang telah dialihkan, dan terhadap kreditor
pemegang hak tanggungan yang memiliki hak kebendaan terhadap jaminan debitor,
sehingga jaminan tersebut secara hukum masih merupakan hak dari kreditor sebagai

kreditor separatis.
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